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ABSTRAK

JUDUL DISERTASI :

PENCABUTAN HAK POLITIK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK BAGI
TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN

Nama Mahasiswa : MARLINA SAMOSIR

NIM : 208211003
Kata Kunci : Pencabutan Hak Politik, Jabatan Publik, Keadilan
Isi Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pencabutan Hak
Politik Menduduki Jabatan Publik Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam
Perspektif Keadilan. Pencabutan Hak Politik dalam Jabatan Publik diatur dalam
beberapa peraturan PerUU sampai Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat
suatu problema dan tidak ada kepastian maka tidak tercapai tujuan hukum yaitu
kepastian, kemanfaatan dan keadilan, dan tidak ada efek jera bagi Pelaku Tindak
Pidana Korupsi apabila aturan Hukumnya tidak ada kepastian. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan deskriptif dan analisis
normatif untuk mempelajari berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan
konsep pencabutan hak politik menduduki jabatan publik. Hasil penelitian
menemukan adanya disharmonisasi antara konsep peraturan perundang-undangan
(KUHP, UU Tipikor) dengan putusan mahkamah konstitusi perspektif keadilan
dalam pencabutan hak politik menduduki jabatan publik bagi terpidana tindak
pidana korupsi. Dalam konteks ini, peneliti ini memberikan rekomendasi kebijakan
dan panduan praktis bagi pembuat UU, Penegak Hukum, dan Pelaksana UU, serta
para pihak yang terlibat dalam pencabutan hak politik.



ABSTRACT

DISSERTATION TITLE:

DEPRIVATION OF POLITICAL RIGHTS TO OCCUPY PUBLIC OFFICE
FOR CONVICTED CORRUPTION CRIMES IN THE PERSPECTIVE OF
JUSTICE

Student Name  : MARLINA SAMOSIR

NIM : 208211003

Keywords : Political Disenfranchisement, Public Office, Justice
Abstract Content :

This study aims to examine and analyze the deprivation of political rights to
occupy public office of convicted corruption convicts in a Justice Perspective.
Revocation of Political Rights in Public Office is regulated in several laws and
regulations until the Constitutional Court Decision which makes a problem and
there is no certainty, the legal objectives of certainty, expediency and justice are
not achieved, and there is no deterrent effect for Perpetrators of Corruption Crimes
if the rule of law is uncertain. The research methods used are normative juridical,
descriptive approach and normative analysis to study various legal regulations
related to the concept of political disenfranchisement to occupy public office. The
results of the study found a disharmonization between the concept of laws and
regulations (KUHP, Tipikor Law) with constitutional court rulings, a justice
perspective in the revocation of political rights to occupy public office for convicted
corruption crimes. In this context, this researcher provides policy recommendations
and practical guidance for lawmakers, law enforcement, and law implementers, as
well as parties involved in political disenfranchisement.
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